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Benaya Hendriawan, E 0011055. 2011. TINJAUAN TERHADAP 
ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM 
ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK TERBUKTI DAN 
PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 
10/PID/TPK/2015/PT.DKI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum 
argumentasi hukum memori banding penutut umum dalam mengajukan upaya 
hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 
sudah sesuai dengan KUHAP atau belum dan pertimbangan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus 
pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta Pusat. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (case approach). Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Penulisan hukum ini menggunakan metode penalaran deduksi 
silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, 
yakni (1) Dimana dalam hal pengajuan banding yang dilakukan oleh Penuntut 
Umum secara formal sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan diterima 
atau tidaknya pengajuan banding dalam suatu perkara. Dimana dalam hal ini telah 
memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan (2) 
KUHAP; (2) Pengadilan Tinggi Jakarta telah memeriksa dan memtus perkara 
yang terjadi sesuai dengan 5 unsur yang ada di dakwaan serta menimbang 
mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana sangat 
merugikan keuangan Negara yang sangat besar dan juga perbuatan Terdakwa 
tidak menjadi contoh yang baik untutk bawahannya. 
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BENAYA HENDRIAWAN. E0011055. THE REVIEW OF LEGAL 
ARGUMENTATION MEMORY APPEALS PUBLIC PROSECUTOR OVER 
THE PRIMARY CHARGES NOT PROVEN ASSESSMENT AND 
CONSIDERATION OF THE COURT OF APPEAL IN THE CRIMINAL 
OFFENCE OF CORRUPTION MATTERS IS DISCONNECTED (Study 
Decisions Number: 10/PID/TPK/2015/PT.DKI). Law Study of Sebelas Maret 
University. 
 This research aims to know the legal argumentation the appeal memory of 
prosecutor in an appeal from the vertict of Central Jakarta corruption criminal 
court in fitting of criminal law code and the judge consideration of corruption 
criminal court of central Jakarta in checks and deciding the appeal of central 
Jakarta criminal corruption court verdict. 
This research is doctrinal research with prescriptive type and case 
approach research. The technique of legal material coleecting in this research is 
library research or the primary legal material and secondary legal materia. This 
research using deductive methode sylogism. 
Based on the results of research and discussion of the resulting conclusion, 
namely (1) Where in the case of an appeal made by the Public Prosecutor has 
formally met what the requirements are the admissibility of an appeal in a case. 
Which in this case has met the requirements in accordance with the provisions of 
Article 233 paragraph (1) and (2) Criminal Procedure Code; (2) The Jakarta 
High Court has examined and memtus cases that took place in accordance with 
the five elements in the indictment as well as weigh the consequences caused by 
the act of the defendant which is very detrimental to the State finances are very 
large and also acts the defendant is not a good example mainland for 
subordinates 
 
KEYWORD: Legal argumentation of appeal  memory, the consideration of high 




















“Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat 
kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.” 
(Yesaya 32:17) 
 
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara 
kamu.” 
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Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
segala rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
penulisan hukum ini, yang merupakan syarat untuk memperoleh derajat Sarjana 
dalam Ilmu  Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dengan judul TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI 
BANDING PENUNTUT UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER 
TIDAK TERBUKTI DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI 
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan 
Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI). 
Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat 
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan hukum ini membahas mengenai apakah argumentasi hukum 
memori banding penutut umum dalam mengajukan upaya hukum banding 
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sudah sesuai 
dengan KUHAP dan apakah pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya 
hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 
Pusat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak 
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masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari. 
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menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan 
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yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis selama 
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5. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Petrus Padmardjo dan Ibu Ruth 
Samsirin yang penuh semangat dan kasih sayang yang tak terhingga 
membimbing Penulis sampai perjalanan menuntut ilmu sarjana telah 
tercapai. Semoga apa yang diharapkan Papa dan Mama kepada Benaya 
bisa terwujud;  
6. Kakakku Mas Dona Setya Narwastu Jati, Mba Armadani Dwi Arini atas 
semangat yang diberikan. Semoga Mas Dona dan Mba Dani mendapat 
masa depan yang cerah dan mampu membantu orang lain. Juga kepada 
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tempat terindah; 
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8. Orang-orang yang selalu setia memberikan doa dan motivasi kepada 
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